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1.1 Latar Belakang Penelitian

Badan Kesehatan Dunia atau WHO (World Health Organization) secara
resmi mendeklarasikan virus corona (Covid-19) sebagai pandemi pada tanggal 9
Maret 2020 (covid.19.go.id, 3 Oktober 2021). Artinya, virus corona telah menyebar
secara luas di dunia, dimana jutaan orang sudah terjangkiti oleh virus ini, termasuk
Indonesia. Wabah Covid-19 diketahui mulai menyebar di Indonesia sejak awal
Maret 2020, dimana Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan kasus
pertama pada 2 Maret 2020 (kompaspedia.kompas.id, 3 Oktober 2021). Hingga
pada Agustus 2021 tercatat kasus Covid-19 melambung tinggi dimana Indonesia
menempati peringkat ke-5 (lima) dengan kasus aktif Covid-19 tertinggi di dunia
(www.pikiran-rakyat.com, 3 Oktober 2021).

Penyebaran virus corona sangat cepat dan tidak terkendali, banyak sekali
masyarakat yang terpapar virus ini. Kondisi di setiap negara tentu menjadi kacau
dan banyak memberikan dampak yang negatif. Aktifitas masyarakat, organisasi
pendidikan, lembaga pemerintahan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas umum lainnya
terkena dampak sehingga seluruh komponen yang terlibat harus melakukan
adaptasi dengan kondisi yang darurat. Menurut Singh, M. K., Kumar, V., & Ahmad,
(2020, p. 3178), virus corona telah berdampak signifikan pada cara hidup,

pekerjaan, studi, cara bersosialisasi, komunikasi, dan budaya secara keseluruhan.
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Berbagai cara dilakukan oleh seluruh negara di dunia untuk memutus rantai
virus agar tidak semakin meluas dan tidak menelan lebih banyak korban lagi.
Banyak negara mulai menerapkan protokol kesehatan termasuk Indonesia.
Pemerintah melalui Keputusan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.01.07/MENKES/382/2021 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di
tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19,
menghimbau kepada seluruh masyarakat supaya menggunakan alat pelindung diri
berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, membersihkan
tangan secara teratur dengan cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau
handsanitizer, menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain untuk
menghindari droplet dari orang yang berbicara, serta menghindari kerumunan atau
keramaian.

Wabah Covid-19 menjadi kasus yang mengganggu kesehatan manusia dan
berdampak luas. Hal ini tentunya memengaruhi perkembangan dan kondisi di
segala bidang. Presiden Joko Widodo menetapkan pandemi virus corona sebagai
bencana nasional pada tanggal 13 April 2020 melalui penerbitan Keputusan
Presiden Nomor 12 Tahun 2020. Untuk menekan laju penyebaran Covid-19 agar
tidak semakin meluas dan menelan korban lebih banyak lagi, presiden juga
mengeluarkan kebijakan yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun
2020 mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memutus rantai
penyebaran Covid-19 (kompaspedia.kompas.id, 3 Oktober 2021).

Proses penyebaran Covid-19 di Indonesia juga bervariasi dengan relatif

cepat yang membuat masyarakat semakin resah sehingga harus mengikuti



kebijakan PSBB pemerintah demi memutus rantai penularan. Sebagai tindak lanjut
dari kebijakan PSBB, dalam konferensi persnya pada tanggal 16 Maret 2020,
Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan yang menghimbau masyarakat untuk
belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan ibadah dari rumah, dengan tetap
mempertahankan pelayanan untuk masyarakat baik kebutuhan pokok, layanan
kesehatan, juga layanan publik lain supaya aktifitas di rumah dapat dilakukan
masyarakat dengan tenang (nasional.kompas.com, 3 Oktober 2021).

Pembatasan kegiatan masyarakat berfokus pada beberapa sektor yaitu
perkantoran, pendidikan, restoran, pusat perbelanjaan, dan tempat ibadah. Saat
PSBB diberlakukan, khusus lembaga pemerintahan terdapat ketentuan tentang
Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) pada tanggal 16 Maret
2020 mengeluarkan surat edaran Nomor 19 Tahun 2020 tentang penyesuaian sistem
kerja ASN dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 di lingkungan instansi
pemerintah. Peraturan ini mengatur pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja
secara Work From Home (WFH) bagi ASN, dalam upaya pencegahan dan
meminimalisir penyebaran Covid-19 (covid19.hukumonline.com, 3 Oktober 2021).
Menurut Singh, M. K., Kumar, V., & Ahmad, (2020, p. 3178), selama dan setelah
penyebaran covid-19 semua pekerja akan memasuki sebuah budaya baru dimana
sebagian besar organisasi akan menerapkan Work From Home di tempat kerjanya.

Seiring berjalannya waktu, Indonesia dengan jumlah penduduk yang padat
tercatat 270,20 juta jiwa pada tahun 2020 (data Badan Pusat Statistik/BPS), pada

kenyataannya masih banyak yang lalai menjalankan protokol kesehatan dengan



baik, sehingga lonjakan kasus Covid-19 terus meningkat pesat. Puncaknya
pemerintah mengambil kebijakan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) Darurat Jawa Bali hingga PPKM empat level untuk membatasi pergerakan
masyarakat sejak tanggal 3 Juli 2021. Hingga akhirnya pemerintah mengeluarkan
lagi kebijakan terbaru untuk mengatur sistem kerja ASN selama PPKM Darurat
Jawa Bali.

Pegawai ASN yang bekerja di sektor non-esensial di wilayah PPKM Darurat
wajib menjalankan tugas kedinasan di tempat tinggal dengan Work From Home
secara penuh atau seratus persen. Kebijakan tersebut tercantum dalam Surat Edaran
(SE) PANRB No. 14/2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN Pada
Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 di
Wilayah Jawa dan Bali. Surat edaran tersebut ditandatangani oleh Menteri PAN RB
Tjahjo Kumolo pada 2 Juli 2021, berlaku sampai dengan berakhirnya masa PPKM
darurat di wilayah Jawa dan Bali, atau ditetapkannya kebijakan lebih lanjut
(www.menpan.go.id, 3 Oktober 2021).

Work From Home atau disingkat WFH adalah suatu istilah bekerja dari jarak
jauh, atau lebih tepatnya bekerja dari rumah. Pola kerja WFH merupakan bagian
dari ruang kerja fleksibel (Flexible Working Space/FWS), suatu terobosan baru
mengenai cara kerja di era new normal, dan dapat dikatakan sebagai privilege yang
diharapkan bisa memicu kinerja lebih baik (https://setjen.kemenkeu.go.id/, 29
Oktober 2021). FWS adalah pengaturan pola kerja pegawai yang memaksimalkan

teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan dan menjaga
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produktivitas pegawai serta menjamin keberlangsungan pelaksanaan tugas dengan
memberikan fleksibilitas lokasi kerja selama periode tertentu (BPS RI, 2021, p. 47).

Melalui pemberlakuan WFH secara penuh, instansi pemerintah dituntut
harus tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang
bersangkutan, karena selain perubahan terkait masa pelaksanaan WFH, di dalam
surat edaran tersebut juga dicantumkan perubahan terkait penyesuaian sistem kerja
yaitu:
1) Melakukan penyesuaian sistem kerja bagi ASN melalui pelaksanaan tugas
kedinasan di rumah/tempat tinggal (Work From Home) bagi ASN dengan
mempertimbangkan  penetapan  status  darurat  bencana  pada
provinsi/kabupaten/kota dimana instansi pemerintah berlokasi.
2) Memastikan ASN di lingkungan kementerian/lembaga/daerah mencapai
sasaran kerja dan memenuhi target kinerja sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai
(www.menpan.go.id, 3 Oktober 2021).
Pola kerja WFH yang diterapkan kepada ASN tersebut salah satu tujuannya agar
roda pemerintahan tetap bergerak dan pelayanan kepada masyarakat juga tetap
berjalan. Untuk itu karyawan yang bekerja secara WFH dituntut harus berkinerja
dengan baik di tengah penyesuaian lingkungan baru dalam bekerja, karena tentunya
situasi dan kondisi bekerja dari rumah berbeda dengan bekerja dari kantor atau
dikenal degan istilah Work From Office (WFO).

Sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini ASN merupakan salah satu

faktor yang sangat penting juga sekaligus menjadi kunci utama kesuksesan sebuah
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instansi pemerintahan. Segala pertumbuhan dan perkembangan dalam organisasi,
tidak akan terjadi tanpa kehadiran ASN vyang berkualitas sebagai roda
penggeraknya, karena kualitas organisasi yang baik berawal dari kinerja pegawai
yang baik, kreatif, loyal, disiplin, dan lain sebagainya. Kinerja pegawai tentunya
sangat penting untuk meningkatkan dan memajukan instansi itu sendiri. Kinerja
merupakan hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama
periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai
kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran kriteria yang telah
ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama (Hartini, 2018, p. 62).

Kinerja yang baik perlu dimiliki oleh seluruh pegawai pada suatu organisasi
untuk melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan walaupun
pada kondisi bekerja secara WFH. Dengan kinerja yang baik, tentunya setiap
pegawai dapat memberikan kontribusi yang besar serta dapat menyelesaikan segala
beban dan permasalahan organisasi dengan efektif dan efisien sehingga tujuan
sebuah organisasi tercapai. Sebaliknya jika setiap pegawai tidak menunjukan
kinerja yang baik maka tujuan organisasi tidak akan tercapai.

Salah satu tujuan reformasi birokrasi (RB) pada instansi pemerintahan
adalah  terciptanya  birokrasi  pemerintah  yang  berkinerja  tinggi
(https://www.menpan.go.id/, 29 Oktober 2021). Begitu juga dengan reformasi
birokrasi di Badan Pusat Statistik (BPS) yang merupakan salah satu instansi
pemerintahan. BPS sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang
bertanggung jawab langsung kepada presiden, memiliki target pencapaian untuk

lima tahun kedepan yakni sudah beranjak ke tahapan pemerintah yang berbasis
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kinerja. Dikutip dari buku arah perubahan BPS 2021-2024, beberapa arah
perubahan BPS adalah adaptasi tata kerja era baru, mencetak SDM BPS yang
unggul, serta kinerja terpadu untuk BPS berkelas dunia (BPS RI, 2021, p. 17).
Bahkan untuk jangka panjang di tahun 2025 diharapkan pemerintahan sudah
beranjak kepada suatu tatanan yang dinamis (rb.bps.go.id, 16 Oktober 2021).

Dalam rangka menggapai kinerja terpadu untuk BPS berkelas dunia,
indikator Kinerja harus dibuat jelas sampai level individu yang berorientasi pada
hasil atau output. Peningkatan kualitas manajemen SDM perlu diiringi dengan
kejelasan kinerja dari setiap pegawai. Oleh karena itu, indikator kinerja organisasi
harus dapat terpetakan dan terbagi habis ke dalam kinerja setiap pegawai sesuai
jabatannya, karena kinerja yang jelas akan membuat BPS makin berkelas (BPS RI,
2021, p. 58).

Berdasarkan hasil evaluasi Kemenpan RB mengenai akuntabilitas kinerja
BPS tahun 2020, salah satu permasalahan yang dihadapi BPS adalah belum
mampunyai indikator kinerja untuk menggambarkan kriteria hasil kerja yang
terukur. Hal ini disebabkan indikator kinerja yang ada selama ini masih berorientasi
pada proses. Indikator kinerja yang berbasis output/hasil ini memiliki peranan
penting untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program
BPS yang dilaksanakan (BPS RI, 2021, p. 62).

Pencapaian dari indikator-indikator kinerja tujuan dan sasaran BPS selama
periode satu tahun dibuktikan dengan perolehan capaian kinerja. Pengukuran
capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target

indikator kinerja pada masing-masing sasaran. Rata-rata capaian kinerja indikator



sasaran BPS selama lima tahun terakhir (2016-2020) dapat dilihat pada Gambar 1.1

sebagai berikut:
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Gambar 1.1 Capaian Kinerja Indikator Sasaran BPS Tahun 2016-2020, (BPS RI,
2021, p. 15), diolah

Jika dilihat perkembangannya selama lima tahun terakhir, capaian kinerja indikator
sasaran BPS periode tahun 2016 hingga 2020 bergerak secara fluktuatif. Walaupun
demikian, hampir seluruhnya berada pada angka diatas 100 persen kecuali di tahun
2017. Capaian kinerja indikator sempat menurun di tahun 2019 namun kembali
meningkat ke angka tertinggi selama lima tahun terakhir dengan capaian sebesar
107.30 persen di tahun 2020. Supaya capaian kinerja BPS terus meningkat pada
tahun-tahun berikutnya, tentu kinerja pegawai juga harus selalu ditingkatkan karena
Kinerja organisasi ditentukan oleh kinerja individu.

Peranan BPS sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16
Tahun 1997 tentang statistik adalah sebagai penyedia kebutuhan data bagi

pemerintah dan masyarakat, serta membantu kegiatan statistik di kementerian,



lembaga pemerintah, atau institusi lainnya dalam membangun sistem statistik
nasional (SSN). Untuk menjalankan peranan tersebut, BPS merumuskan misi
mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik serta membangun SDM yang
unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah
(bps.go.id, 3 oktober 2021).

BPS termasuk salah satu lembaga pemerintah yang menerapkan kebijakan
WFH terhadap para pegawainya, hal ini dilakukan sebagai bukti dukungan terhadap
pemerintah dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Para pimpinan menyadari
bahwa kesehatan dan keselamatan seluruh pegawai, petugas lapangan, mitra
pendata, dan masyarakat adalah hal yang utama. Dikutip dari buku Arah Perubahan
BPS 2021-2024, mekanisme kerja baru fleksibel (FWS) BPS dengan WFH
merupakan terobosan baru agar pegawai bekerja tidak hanya berdasarkan
produktivitas dan kesesuaian dengan tugas dan fungsi, tetapi bagaimana pegawai
dapat mengerjakan pekerjaan dengan efektif dan efisien tanpa tergantung tempat
bekerja. Pengukuran kinerja pegawai serta target kinerja unit satuan kerja menjadi
sangat penting dalam implementasi FWS, dengan adanya regulasi ruang kerja yang
fleksibel serta dilengkapi dengan infrastruktur yang baik, pegawai dapat bekerja
lebih nyaman dengan tetap menjaga kualitas data statistik (BPS RI, 2021, p. 47).

BPS menerapkan sistem kerja WFH berdasarkan Surat Edaran No0.135
Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja PNS dan PPNPN dalam Upaya
Pencegahan Virus Covid-19 di Lingkungan Badan Pusat Statisitik sejak 17 Maret
2020. WFH yang diterapkan oleh BPS dijalankan dengan sistem yang terorganisir

dan terstruktur, dimana setiap pegawai harus melaporkan hasil pekerjaan yang
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sudah dilakukan setiap hari melalui suatu aplikasi berupa dokumentasi setiap
pekerjaan kantor yang sudah dilakukan.

Kantor BPS tersebar di setiap kabupaten dan kota, dimana setiap
kabupaten/kota dalam wilayah satu provinsi berada dalam tanggung jawab kantor
BPS Provinsi, dan setiap kantor BPS Provinsi langsung berkoordinasi dengan BPS
Republik Indonesia (pusat). Sejak diberlakukan WFH, tatap muka antar pegawai
dilakukan seminimal mungkin, koordinasi antar pegawai dilakukan dengan
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara online melalui virtual
meeting. Di samping itu, BPS juga memberhentikan semua kegiatan lapangan.
Namun, untuk memenuhi kebutuhan data yang setiap bulannya wajib rilis, BPS
melakukan pendataan melalui telepon, email, serta media komunikasi lainnya.

Pegawai BPS adalah ASN instansi pusat. Data Badan Kepegawaian Negara
(BKN) Desember 2020 mencatat jumlah ASN instansi pusat Provinsi Jawa Barat
tertinggi kedua di Indonesia yaitu sejumlah 89.982 ASN (BKN, 2020, p. 30).
Sejalan dengan data BKN, menurut data BPS dalam Tambunan, (2021, p. 2),
Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah pekerja WFH yang tinggi setelah Provinsi
Jawa Timur dan Jakarta.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, Provinsi Jawa Barat dibagi
menjadi enam wilayah pengembangan salah satunya wilayah Priangan Timur yang
meliputi Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten
Ciamis, dan Kota Banjar. Pada 7 Juli 2021, wilayah priangan timur masuk ke dalam

zona merah atau dengan risiko tinggi  penyebaran COVID-19
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(https://news.detik.com, 16 Oktober 2021). Sejumlah perkantoran di wilayah
Priangan Timur menerapkan kebijakan WFH termasuk BPS wilayah priangan timur
meliputi BPS Kabupaten Garut, BPS Kabupaten Tasikmalaya, BPS Kota
Tasikmalaya, BPS Kabupaten Ciamis, dan BPS Kota Banjar yang sudah lebih dulu
menerapkan kebijakan WFH sejak Maret 2020 serta masih berlanjut hingga
sekarang.

Dikutip dari Laporan Kinerja BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, satuan
kerja BPS kabupaten/kota wilayah Priangan Timur menduduki posisi ketiga
tertinggi di Jawa Barat dengan jumlah SDM terbanyak yaitu sejumlah 155 orang

(Gambar 1.1).
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Gambar 1. 2 Jumlah ASN BPS Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat menurut

Wilayah Pengembangan/WP (Laporan Kinerja BPS Provinsi Jawa
Barat, 2020, p. 10), diolah

Dari sejumlah ASN BPS yang ada di provinsi Jawa Barat tersebut, hingga saat ini
semua pegawai masih mendapat jadwal bekerja secara WFH.
Menurut Singh, M. K., Kumar, V., & Ahmad, (2020, pp. 3178-3179),

penerapan kerja Work From Home dapat mengurangi biaya dan meningkatkan
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produktivitas, selain itu efisien dari segi waktu, bahkan bagi pekerja perempuan
yang memiliki anak kecil bekerja dari rumah dimungkinkan sangat memberi
keuntungan tersendiri. Lebih lanjut, Singh, M. K., Kumar, V., & Ahmad, (2020, p.
3179) menjelaskan selain memberi keuntungan, bekerja dari rumah (WFH) juga
memiliki tantangan tersendiri, terdapat kemungkinan lingkungan rumah dirasakan
tidak produktif untuk bekerja karena tidak setiap waktu kondisinya bisa berjalan
selayaknya bekerja normal di kantor. Misalnya saja jika di rumah tidak memiliki
ruangan khusus untuk bekerja, sedangkan kondisi pegawai sudah berkeluaraga dan
memiliki anak yang masih kecil, dimungkinkan terjadi gangguan-gangguan yang
dialami saat bekerja. Selain itu, suasana rumah dengan jam kerja yang lebih
fleksibel, sangat dimungkinkan pegawai merasa lebih santai hingga menunda-
nunda pekerjaan, tentunya hal demikian akan berpengaruh terhadap kinerja
pegawai itu sendiri.

Ketika bekerja secara WFH, komunikasi menjadi salah satu tantangan besar
yang perlu dihadapi. Untuk menjawab tantangan ini maka komunikasi dengan rekan
kerja menjadi sangat penting terutama pada jam Kkerja, sehingga koordinasi tim
berlangsung dengan mudah. Walaupun di sisi lain bekerja secara jarak jauh ini
kadang terkendala dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak dapat didiskusikan
secara langsung antar rekan kerja ataupun dengan pimpinan. Dalam hal ini, akan
sangat dimungkinkan terjadi miskomunikasi dan kesalahpahaman yang meningkat
antar tim, karena bekerja jarak jaunh menyebabkan kesulitan dalam berkomunikasi

secara virtual (Singh, M. K., Kumar, V., & Ahmad, 2020, p. 3179).
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Sebuah survei dari Institute of Social Economics and Digital tahun 2020
memberikan hasil penelitian terkait hambatan-hambatan pelaksanaan Work From

Home, sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Hambatan Selama Work From Home (WFH)

No. Keterangan terkait Hambatan WFH Persentase
1. Sulit fokus karena banyak gangguan 36
2. Internet lambat 27
3. Pekerjaan tidak efektif/lambat 17
4.  Sulit mendapatkan akses informasi 10
5.  Peralatan di rumah kurang mendukung 9

Sumber : Institute of Social Economics and Digital, (Wijaya, Stevanus Wisnu., &
Aditya, 2020, p. 15)

Berdasarkan survei tersebut, hambatan terbesar pelaksanaan WFH sebanyak 36
persen dari responden merasa kondisi bekerja dari rumah banyak mengalami
gangguan sehingga sulit fokus. Hal ini dapat dimaklumi karena lingkungan rumah
bukan lingkungan untuk bekerja, akan tetapi ruang untuk berinteraksi dengan
anggota keluarga. Aktivitas baru dengan bekerja di rumah membutuhkan pemisah
yang jelas supaya bisa fokus bekerja.

Pelaksanaan WFH tentu dapat dinilai positif ataupun negatif oleh pegawai.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kelvyn., Khomali, Fernando, Wei, &
Hartanto, (2021, p. 159), faktor Work From Home memiliki pengaruh terhadap
pretasi kerja seorang karyawan, dengan hubungan yang kuat dan positif, serta hasil
uji statistik didapatkan hubungan yang signifikan antar Work From Home dengan
kinerja karyawan. Menurut Ashal, (2020, p. 240), WFH dapat meningkatkan

semangat kinerja Aparatur Sipil Negara karena bekerja di rumah lebih
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menyenangkan dan lebih menenangkan bagi pegawai yang biasa memiliki rutinitas
harus berangkat pagi dan pulang ke rumah di sore ataupun malam hari. Pekerjaan
lebih efektif dan efisien baik dari segi finansial, waktu, dan juga tenaga. Pelayanan
publik di semua bidang juga terlaksana dengan baik sesuai standar operasional
prosedur. Menurut Ma’rifah, (2020, pp. 6-8) beberapa dampak positif WFH
diantaranya fleksibilitas, waktu yang berkualitas, dan kenyamanan. Sedangkan
dampak negatif WFH adalah semangat kerja menurun, biaya bertambah, gangguan
peralatan kerja dan gangguan jaringan komunikasi.

Gangguan yang terjadi di rumah saat bekerja seperti interupsi keluarga serta
kondisi rumah yang tidak mendukung untuk bekerja, menjadi salah satu penyebab
tidak adanya keseimbangan antara kehidupan pekerjaan dan kehidupan personal
atau yang dikenal dengan istilah work life balance (keseimbangan kehidupan kerja).
Untuk itu setiap organisasi perlu memperhatikan work life balance setiap
karyawannya, karena work life balance dapat membuat karyawan seimbang dalam
bekerja sehingga kinerja akan lebih baik serta terhindar dari stress kerja, yang pada
akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi.

Memiliki work life balance dapat menciptakan peningkatan kinerja serta
penurunan konflik (www.kompasiana.com, 17 Oktober 2021). Menurut Kossek et
al., (2014, p. 300), work life balance adalah kepuasan dan persepsi keberhasilan
yang dicapai oleh seseorang dalam memenuhi tuntutan peran pekerjaan dan non
pekerjaan, serta rendahnya tingkat konflik dalam kedua peran yang dimilikinya.
Dengan kata lain work life balance merupakan kemampuan yang dimiliki oleh

karyawan dalam menyeimbangkan kehidupan antara pekerjaan dengan peran
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lainnya di luar pekerjaan, serta mencakup bagaimana peran tersebut dapat
mempengaruhi kesejahteraan psikologis, ekonomi, dan mental karyawan. Menurut
Singh, M. K., Kumar, V., & Ahmad, (2020, p. 3179), untuk menghadapi budaya
kerja yang baru di rumah, karyawan perlu memiliki keahlian yang tepat dalam hal
membangun keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan rumah.

Saat ini keseimbangan kehidupan kerja mendapat banyak perhatian dari
kalangan pengusaha dan karyawan di sebagian besar organisasi, sehingga
memunculkan banyak studi mengenai kehidupan kerja individu di tempat kerja,
terutama dalam kondisi lingkungan bisnis global saat ini dimana terdapat kekaburan
antara peran kerja dan peran pribadi. Bekerja tidak lagi terbatas di ruang kantor
karena dibantu kemajuan teknologi, oleh karena itu keseimbangan kehidupan kerja
adalah fenomena penting dan menjadi perhatian besar baik swasta maupun
organisasi sektor publik. Kemampuan seorang karyawan untuk memiliki
keseimbangan antara pekerjaan dan peran lain adalah faktor yang sangat penting
dalam menentukan kinerjanya. Kebijakan keseimbangan kehidupan kerja adalah
faktor kunci untuk keberhasilan organisasi (Tamunomiebi & Oyibo, 2020, p. 1).

Hasil penelitian Abdulkadir, (2018, p. 29) menemukan bukti empiris bahwa
work life balance mempengaruhi kinerja karyawan di kantor. Hasil penelitian
tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mendis & Weerakkody,
(2018, p. 89) yang memperoleh hasil bahwa work life balance berpengaruh positif
signifikan terhadap Kkinerja karyawan. Sejalan juga dengan hasil penelitian yang
dilakukan oleh Minarika, Anisa., Purwanti, Renny Sri., & Muhidin, (2020, p. 7)

yang menyebutkan bahwa work life balance berpengaruh positif terhadap kinerja
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karyawan. Senada dengan Minarka, Lukmiati et al., (2020, p. 49) menemukan bukti
empiris bahwa work life balance berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.
Dari beberapa hasil penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa semakin baik work
life balance maka kinerja karyawan semakin meningkat. Namun demikian lain
halnya dengan hasil penelitian yang dibuktikan oleh Herlambang & Murniningsih,
(2019, p. 563) yang menyebutkan bahwa work life balance berpengaruh negatif
terhadap kinerja karyawan. Sementara Ardiansyah & Surjanti, (2020, p. 1216)
memperoleh hasil penelitian bahwa work life balance tidak berpengaruh signifikan
terhadap Kinerja.

Dalam mendukung pekerjaan karyawannya di rumah, BPS memberikan
kebebasan pada karyawannya untuk dapat melakukan pekerjaan dengan caranya
sendiri secara fleksibel supaya merasa nyaman serta efektif dalam bekerja, asalkan
target pekerjaan tetap tercapai serta sesuai dengan standar operasional prosedur.
Sejalan dengan hal tersebut, kebebasan atau keterampilan dalam mengatur cara
kerja pegawai atau dikenal dengan istilah otonomi kerja (job autonomy) menjadi
salah satu faktor penting karena menyangkut tanggung jawab seorang pegawai
terhadap tugas-tugas yang diberikan. Otonomi kerja dianggap penting oleh
karyawan terutama di era bekerja WFH seperti sekarang ini. Hal itu dikarenakan
otonomi kerja berhubungan dengan cara keterlibatan karyawan dalam memberikan
kontribusi kepada pekerjaan yang ditangani.

Menurut Saragih, (2011, p. 205), otonomi kerja adalah sejauh mana
individu diberikan kebebasan, kemandirian, dan kebijaksanaan dalam penjadwalan

pekerjaan serta menentukan prosedur yang akan digunakan untuk
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melaksanakannya. Berdasarkan penelitian Saragih, (2011, p. 211), job autonomy
berpengaruh positif terhadap kinerja dan kepuasan kerja. Sejalan dengan penelitian
tersebut, Saragih., R, Susanti., & Rosari, (2007) juga menemukan bukti empiris
bahwa job autonomy (otonomi kerja) secara signifikan mempengaruhi kepuasan
kerja dan kinerja. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama,
(2017, p. 201) yang menyebutkan bahwa job autonomy (otonomi kerja) tidak
berpengaruh signifikan terhadap kinerja.

Adanya sistem kerja baru melalui penerapan Work From Home merupakan
salah satu alternatif solusi yang tepat dan efektif dalam memecahkan masalah
sistem kerja selama pandemi Covid-19. Karena dalam hal ini penerapan Work From
Home dinilai memberikan kebebasan dalam mengatur pola aktivitas sehari-hari
berdasarkan kebutuhan individu, atau dengan kata lain pegawai dapat menentukan
otonomi kerja masing-masing (Wang & Ozbilen, 2020, p. 2). Selain itu melalui
penerapan Work From Home, dengan adanya fleksibilitas kerja dapat menjadi
keuntungan tersendiri karena bisa meningkatkan keseimbangan kehidupan kerja
atau work life balance (Mallett et al., 2020, p. 659).

Menurut McCloskey (2018), pada kenyataannya WFH itu tidak sepenuhnya
dipahami, banyak karyawan merasakan kondisi dilematis seperti pola pikir bahwa
rumah adalah tempat untuk beristirahat sedangkan pekerjaan umumnya dikerjakan
di kantor. Kondisi dilematis ini terkadang membuat konflik dalam keluarga
meskipun WFH menciptakan keleluasaan waktu dan tempat (Mustajab et al., 2020,
pp. 14-15). Hal senada juga dijelaskan Lippe (2019) yang menyebutkan bahwa

disisi lain WFH memiliki kekurangan seperti kurangnya kinerja sebagai tim dan
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juga sistem pengawasan yang belum maksimal oleh manajer (Mustajab et al., 2020,
pp. 14-15). Selain itu menurut Singh, M. K., Kumar, V., & Ahmad, (2020, p. 3179),
Work From Home menyebabkan batas antara waktu pribadi dan pekerjaan menjadi
kabur, siang bercampur malam, hari kerja bercampur dengan hari libur (weekend)
sehingga banyak penelitian yang merekomendasikan garis batasan antara
kehidupan pribadi dan pekerjaan untuk kesehatan mental yang lebih baik. Diluar
segala kekurangannya, hasil penelitian Ellen Ernst Kossek (2015) juga
menunjukkan bahwa WFH memberikan fleksibilitas dan keleluasaan bagi
karyawan untuk melakukan pekerjaannya tanpa diawasi langsung oleh atasan atau
manajer (Mustajab et al., 2020, pp. 14-15).

Organisasi perlu melakukan penilaian sejauh mana kinerja pegawainya
karena kinerja organisasi ditentukan Kkinerja individu, sehingga dapat dilakukan
strategi yang tepat supaya tujuan organisasi tetap tercapai. Persoalan kinerja
pegawai perlu dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan supaya dapat
diketahui tinggi rendahnya capaian kinerja organisasi secara keseluruhan, karena
pimpinan organisasi yang menilai perilaku serta capaian kinerja pegawainya.

Dikutip dari buku Arah Perubahan BPS 2021-2024, adanya Flexible
Working Space (FWS) di BPS sebagai antisipasi cara kerja baru, belum memiliki
dasar yang komprehensif dalam menentukan indikator untuk mendapatkan pegawai
prioritas yang diberikan jadwal kerja FWS berdasarkan kinerjanya (BPS RI, 2021,
p. 102). Untuk itu penilaian kinerja terhadap pegawai BPS baik pernah ataupun
sedang mendapat jadwal kerja secara WFH menjadi sangat penting, supaya

kedepannya pimpinan BPS dapat mengetahui gambaran indikator-indikator penting
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yang berhubungan dengan peningkatan kinerja pegawai serta dapat digunakan
sebagai indikator dalam penentuan jadwal pegawai prioritas FWS.

Sebagai salah satu instansi pemerintah, dalam rangka reformasi birokrasi
BPS memiliki tanggung jawab mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan
yang baik. Namun demikian dikutip dari buku Arah Perubahan BPS 2021-2024,
kondisi yang dirasakan di BPS saat ini masih belum tersedianya SDM bidang
statistik yang memadai di tingkat kabupaten/kota sehingga perlu peningkatan
kapasitas SDM (BPS RI, 2021, p. 98). Untuk itu BPS menuntut para pegawainya
supaya berkinerja tinggi dan memberikan kontribusi yang besar bagi instansi
meskipun bekerja secara WFH saat pandemi Covid-19 sekarang ini.

Berdasarkan data laporan kinerja BPS Provinsi Jawa Barat tahun 2020
sebagaimana tabel berikut:
Tabel 1.2 Persentase Penggunaan Data BPS oleh K/L/OPD untuk Perencanaan,

Monitoring, Evaluasi Pembangunan dan Kepuasan Konsumen terhadap
Sarana dan Prasarana menurut BPS Kabupaten/Kota wilayah Priangan

Timur
Kode Menggunakan
Nama Satuan Kerja Data BPS untuk Kepuasan
No. Satuan
Keria (Satker) Perencanaan (%)
J dan Monev (%)
1. 3205  BPS Kabupaten Garut 83,33 69,12
2. 3206  BPS Kabupaten Tasikmalaya 93,33 95,59
3. 3207 BPS Kabupaten Ciamis 100 65,15
4. 3278  BPS Kota Tasikmalaya 90 85,48
5. 3279  BPS Kota Banjar 92,59 85,29

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2020, diolah
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Tahun 2020 secara rata-rata data yang dihasilkan BPS satker kabupaten/kota
Wilayah Priangan Timur sangat digunakan untuk perencanaan, monitoring, dan
evaluasi oleh konsumen kementerian, lembaga, dan organisasi perangkat daerahnya
masing-masing, dibuktikan dengan pencapaian persentase yang sangat tinggi yaitu
diatas 80 bahkan hingga 100 persen untuk seluruh kabupaten/kota. Namun disisi
lain, tingkat kepuasan yang dinyatakan konsumen terhadap sarana dan prasarana
yang ada di masing-masing BPS satker kabupaten/kota Wilayah Priangan Timur
pencapaian persentasenya masih belum tinggi, bahkan untuk Kabupaten Garut dan
Ciamis persentase penilaian kepuasannya berada pada kisaran 69,12 persen dan
65,15 persen.

Adanya penilaian tigkat kepuasan di tahun 2020 yang dapat dikatakan masih
belum maksimal ini menjadi pertanyaan, terlebih pada tahun 2020 pegawai BPS
kabupaten/kota bekerja secara WFH sehingga diduga terdapat pengaruhnya karena
kontribusi dari pegawai terkait pelayanan menjadi terbatas. Meskipun demikian
disadari bahwa peningkatan kinerja pegawai tentu saja tidak lepas dari faktor-faktor
yang mempengaruhinya. Hennry Simamora (1995) menjelaskan bahwa kinerja
dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu faktor individual (kemampuan dan keahlian),
faktor psikologis (persepsi), dan faktor organisasi (Mangkunegara, 2017, p. 14).

Peningkatan kinerja dapat dilakukan melalui pengelolaan sumber daya
manusia yang menjadi elemen penting dalam organisasi. Suatu penelitian terkait
faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dengan model penelitian baru sangat
penting terkait adanya fenomena yang terjadi serta beberapa hasil riset yang

berbeda, diantaranya faktor keseimbangan kehidupan kerja (work life balance)
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yang merupakan faktor psikologis, dan otonomi Kkerja (job autonomy) yang

merupakan bagian dari faktor individual, dengan menambahkan fleksibilitas tempat

dan waktu bekerja (WFH) yang merupakan faktor organisasi sebagai faktor yang
diduga dapat memperkuat atau memperlemah hubungan work life balance dan job
autonomy terhadap kinerja, didasarkan fenomena saat ini dimana pegawai bekerja

secara jarak jauh dari rumah. Anugrah, Panji Galih., & Priyambodo, (2021, p. 347)

menemukan bukti empiris bahwa work life balance dengan penerapan waktu yang

fleksibel (WFH) meningkatkan kepuasan kerja dan meningkatkan kontrol diri pada
karyawan, sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan.

Penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh
Keseimbangan Kehidupan Kerja dan Otonomi Kerja Terhadap Kinerja
Pegawai dengan Work From Home (WFH) Sebagai Variabel Moderasi (Sensus
Pada Pegawai Badan Pusat Statistik/BPS Kabupaten/Kota Wilayah
Pengembangan Priangan Timur), dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Fenomena Work From Home (WFH) sebagai sistem kerja baru di Era Pandemi
Covid-109.

2. Belum banyak penelitian dengan menggunakan Work From Home (WFH)
sebagai variabel moderasi.

3. Tiga dari tujuh arah perubahan BPS 2021-2024 yaitu adaptasi tata kerja era
baru dengan Flexible Working Space (FWS), mencetak SDM BPS yang
unggul, serta kinerja terpadu untuk BPS berkelas dunia membuat penulis
tertarik meneliti kinerja pegawai saat bekerja Work From Home (WFH) yang

merupakan bagian dari mekanisme kerja Flexible Working Space (FWS). Pada
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faktanya sampai dengan saat ini sistem kerja FWS di BPS sebagai antisipasi
cara kerja baru, belum memiliki dasar yang komprehensif dalam menentukan
indikator untuk mendapatkan pegawai prioritas yang diberikan jadwal kerja

FWS berdasarkan kinerjanya.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena dan hasil kajian latar belakang penelitian di atas,

maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

Bagaimana keseimbangan kehidupan kerja (work life balance), otonomi kerja
(job autonomy), Work From Home (WFH), dan kinerja pegawai BPS
kabupaten/kota wilayah pengembangan Priangan Timur.

Bagaimana pengaruh keseimbangan kehidupan kerja (work life balance)
terhadap kinerja pegawai BPS kabupaten/kota wilayah pengembangan
Priangan Timur.

Bagaimana pengaruh otonomi kerja (job autonomy) terhadap kinerja pegawai
BPS kabupaten/kota wilayah pengembangan Priangan Timur.

Bagaimana pengaruh Work From Home (WFH) terhadap kinerja pegawai BPS
kabupaten/kota wilayah pengembangan Priangan Timur.

Bagaimana pengaruh keseimbangan kehidupan kerja (work life balance),
otonomi kerja (job autonomy), dan Work From Home (WFH) secara bersama-
sama terhadap kinerja pegawai BPS kabupaten/kota wilayah pengembangan

Priangan Timur.
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7)
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Bagaimana pengaruh Work From Home (WFH) dalam memoderasi hubungan
keseimbangan kehidupan kerja (work life balance) terhadap kinerja pegawai
BPS kabupaten/kota wilayah pengembangan Priangan Timur.

Bagaimana pengaruh Work From Home (WFH) dalam memoderasi hubungan
otonomi kerja (job autonomy) terhadap kinerja pegawai BPS kabupaten/kota

wilayah pengembangan Priangan Timur.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1)

2)

3)

4)

5)

Keseimbangan kehidupan kerja (work life balance), otonomi kerja (job
autonomy), Work From Home (WFH), dan kinerja pegawai BPS
kabupaten/kota wilayah pengembangan Priangan Timur.

Pengaruh keseimbangan kehidupan kerja (work life balance) terhadap kinerja
pegawai BPS kabupaten/kota wilayah pengembangan Priangan Timur.
Pengaruh otonomi kerja (job autonomy) terhadap kinerja pegawai BPS
kabupaten/kota wilayah pengembangan Priangan Timur.

Pengaruh Work From Home (WFH) terhadap kinerja pegawai BPS
kabupaten/kota wilayah pengembangan Priangan Timur.

Pengaruh keseimbangan kehidupan kerja (work life balance), otonomi kerja
(job autonomy), dan Work From Home (WFH) secara bersama-sama terhadap

kinerja pegawai BPS kabupaten/kota wilayah pengembangan Priangan Timur.
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6) Pengaruh Work From Home (WFH) dalam memoderasi hubungan
keseimbangan kehidupan kerja (work life balance) terhadap kinerja pegawai
BPS kabupaten/kota wilayah pengembangan Priangan Timur.

7) Pengaruh Work From Home (WFH) dalam memoderasi hubungan otonomi
kerja (job autonomy) terhadap kinerja pegawai BPS kabupaten/kota wilayah

pengembangan Priangan Timur.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik teoritis maupun
praktis:

1.4.1 Aspek Teoritis (Pengembangan lImu)

Hal yang masih sangat jarang atau belum banyak diteliti adalah mengenai
hubungan antara Work From Home sebagai variabel moderasi dengan kinerja
pegawai, dimana penelitian tentang WFH masih belum banyak. Ini menjadi sangat
penting karena fenomena Work From Home sebagai salah satu mekanisme kerja
Flexible Working Space (FWS) sudah menjadi budaya tata kerja baru era new
normal di masa pandemi covid-19. Bahkan kedepan cara kerja FWS ini
kemungkinan berlanjut dan diterapkan banyak instansi/perusahaan sehingga
penting diteliti apakah dengan bekerja secara WFH dapat memperkuat atau
memperlemah Kkinerja pegawai. Penelitian ini juga dapat menggambarkan
bagaimana keseimbangan kehidupan kerja, otonomi kerja, dan kinerja pegawai

yang menjalankan WFH. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat
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dan kontribusi ilmiah khususnya dalam pengembangan ilmu manajemen sumber

daya manusia.

1.4.2 Aspek Praktis (Terapan IImu)
1) Instansi Badan Pusat Statistik (BPS)

Bagi objek penelitian yaitu BPS wilayah pengembangan Priangan Timur,
diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam perbaikan kinerja dan
meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain itu dapat digunakan sebagai
bahan masukan kepada para pengambil keputusan di lingkungan BPS dalam
mengetahui gambaran indikator-indikator penting yang berhubungan dengan
peningkatan kinerja pegawai. Untuk itu penilaian kinerja terhadap pegawai BPS
baik pernah ataupun sedang mendapat jadwal kerja secara WFH menjadi sangat
penting, supaya kedepannya pimpinan BPS dapat merumuskan kebijakan yang
berkaitan dengan upaya membina dan meningkatkan kinerja pegawai pada kondisi
bekerja secara WFH baik di masa pandemi yang penuh ketidakpastian ini, ataupun
jika kebijakan WFH masih berlanjut pada kondisi normal.

2) Mahasiswa

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai kajian dan studi banding
di masa yang akan datang dalam rangka meluaskan jangkauan penelitian dengan
melibatkan variabel-variabel baru, studi longitudinal jangka panjang, analisis multi
grup, atau dengan membandingkan efektivitas kinerja pegawai antara bekerja dari
rumah (Work From Home) dan bekerja dari kantor (Work From Office).

3) Perusahaan
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Diharapkan penelitian ini tidak hanya bermanfaat untuk instansi
pemerintah, tetapi juga bagi perusahaan swasta yang sekarang ini juga sudah
banyak menerapkan sistem kerja fleksibel secara Work From Home, diantaranya
bagaimana pimpinan perusahaan dapat meningkatkan usaha/bisnis saat
karyawannya bekerja dengan waktu dan tempat yang fleksibel, yaitu dengan
memahami hubungan antara indikator-indikator yang mengarah kepada
peningkatan Kinerja individu dan perusahaan. Supaya pimpinan perusahaan dapat
tepat merumuskan kebijakan yang diambil, baik sekarang ataupun jika budaya kerja

fleksibel terus berlanjut.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada salah satu instansi pemerintahan yaitu
Badan Pusat Statistik (BPS) karena termasuk salah satu instansi yang menerapkan
kebijakan sistem kerja secara WFH berdasarkan Surat Edaran No.135 Tahun 2020
Tentang Penyesuaian Sistem Kerja PNS dan PPNPN Dalam Upaya Pencegahan
Virus Covid-19 di Lingkungan Badan Pusat Statisitik sejak 17 Maret 2020.

Lokus dibatasi pada instansi satuan kerja Badan Pusat Statistik (BPS)
kabupaten/kota di Wilayah Pengembangan Priangan Timur yang meliputi BPS
Kabupaten Garut, BPS Kabupaten Tasikmalaya, BPS Kota Tasikmalaya, BPS
Kabupaten Ciamis, dan BPS Kota Banjar. Unit analisis yang menjadi responden
adalah semua pegawai selain kepala kantor yaitu kepala sub bagian umum,

koordinator fungsi, dan kelompok jabatan fungsional.
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1.5.2 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian disusun dalam schedule penelitian dimulai dari persiapan
penelitian, pelaksanaan, dan penyusunan hasil pengolahan dalam bentuk naskah
tesis. Persiapan penelitian sudah dimulai sejak September 2021 sebagaimana

dijelaskan pada lampiran.



